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PENDAHULUAN

A. Latar belakang |

Perpalitikan nasionall Indonesia pasca Reformasi 1998 dan berakhirnya
orde baru ditaﬁdai dengem.‘sejumlah persoalan yang rumit yang merupak-an
hasil dari akumulasi perséalan-persoalan yang ada di masa lalu. Negara
menjadi superior, yang tidak pernah salah,. tidak terbantahkan dan sebagai
manifegtasi" dari jagat raya (makrokosmos). Dengan kata lain ide Negara dan
raicyat merupakan satu kesgtuan yang utuh-(integral) yang merupakan refleksi
dari Negara kesatuan (organik state)ll. Inilah yang menandai -karakter

hubungan pusat-daerah, sehingga daerah adalah sub-ordinatif dari pusat. Pola

_ deh;ikian ini* dapat diterima mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas,

'terd_iri dari ribuan pulau, gidiami oleh penduduk yang multi etrﬁs, ras dén
ag;dma, sehingga memil‘iki beragam budaya yang melekat pada masyarakat.
Apalagi pada tingkatanr'hubungan dalam maéyarakatnya yang sangat hitrogen
sehi'nggaA sulit untuk menyerahkan sepenuhnya kepada daerah meskipun
déngan otonomi luas, karena seluz.xs-luasny'a otonomi dacrah tetap tidak tanpa
terbatas.

Otoritarianisme yang diterapkan selama tiga dekade di dalam
pe-merintahafl' Orde Baru telah memendam rasa kekecewaan kepada rakyat

dikarenakan ketidakadilan dan pemasungan semangat pemerintahan lokal. Hal

. ini di artikulasikan dalam- frase Pusat-Daerah, ﬁtaupun tentang hubﬁngan ‘

! Seperti yang dikatakan Alfred Stepan (1978: 33), Negara Organis adalah konsep kebaikan -
umum, dengan keharusan moral yang dibebankan kedalam negara untuk menyelenggarakan
kesejahttaan masyarakat, -membuka kesempatan bagi negara untuk merumuskan dan
mengambil prakarsa sendiri untuk memaksakan. perubahan-perubahan besar kepada sebuah
masyarakat yang sudah mapan, supaya dapat diciptakan sebuah masyarakat baru yang lebih

" baik. Dikutip dari buku Arief Budiman “Teori Negara, Kekuasaan dan Idiologi” penerbit
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Daerah Jawa dan luar Jawa. dan berbagai _streotlip'yang kedengarangénnya
tidak adil, mewakil_i antara yang menang-kalah, kaya-miskin, pintar-bodoh
dan berbagai sﬁeotip‘ yang lainnya yang menandakan ketidakharmonisan
hubungan antara pusat dan daerah sehingga pusat diidentikkan dengan
kekuasaan jawa®. Dengan pandangan seperti ini maka kemunduran leg 1ti-- masi
'p.O.IItIS pemerintah pusat menjadi suatu gejala yang spesifik. Kedua tolak ukur .
tersebut ‘da'pat'“di kristalisasi kedalam tiga pola hubmgm sebagai berikut 2

a. . Zero sum game, aimana drajat ketahap&iri daerah diten’tlﬂ‘caré.oleh

pﬁsat dan sebaliknya.

_ b I:Positife sum game; dimana diterapkan win—win solﬁtion kar’le;na‘
p}ls'at dan daerah berada dalam drajat yang sama dan ceﬁderung
memecahkan masalah pusat dan daerah dengan dialog.

c. Negatife sum game, pola ini terbangun dikarenakan meﬂmunﬁya ‘
pgsisi tawar-mehawar pusat seiring dengan menurunny.a Ikapasi_-tas |

| df_m_ legitimasi kekﬁasaan yang dimilikinya. |
Pola—pola -hubung'aﬂ ini mereﬂeksikﬁn kqnﬁgﬁrasi hubungan Pﬁsat-
.lDaerah learenakan di dalam berbagai kajian historisnya berbagaI hal
. menyangkut tuntutan otonomi di dacrah beserta segala 1mphkas1 yang
- dltlmbulkannya adalah dikarenakan salah satu pihak (pemermtah pusat)
cenderung memfonnula51kan pos1smya yang d(_)mman. Hal ini mengakibatkan
daérah ' mbngéla.mi stagnési dalam mehgembangkﬁn -kreatiﬁtasnya. karena .
-berb'agai ko:;is‘ep yang rﬁéxﬁberikan penekanan pad;l keseragamap, serénték,

target, dan _befbagai pola kebija‘.kén yang sangat sentralistik. Maka dalam

o2 Tim Lapera, “Otonomi Pemberian Negara”,Lapera Pustaka Utama. Cetakan II. Hal 156 -
3 1. Kaloh "Mencari Bentuk Otonomi Daerah”, Penerbit rineka cipta. Hal 12.




konteks demikian daerah menjadi sub ordinasi yang kaku, lambat, kurang

kreatif dan inovatif.

‘Pergeseran penyelenggaraan roda pemerintahan daerah yang ‘lebih
menekankanl berlangsungnya otonomi di tingkat lokal sebagaimana diatur
dalam UU No. 22 tahun 1999, dapat dinyatakan bukan merupakan fenomena
tﬁnggal yvang berdiri sendiri dalam tata pemerintahan. Pergeseran tersebut
merupakan suatu fenomena yang szﬂing terkait antara satu dengan yang
lainnya sebagai suatu seb'ab akibat. Pergeseran penyelenggaraan pemerintahan
daé;ah ini kemﬁdian juga dibarengi dengan‘j upaya penciptaan kehidupan
masyarakat yang lebih demokratis serta pengakuan terhadap heik-hék

masyarakat adat dan kultur setempat dan juga kekhususan yang dimiliki oleh -

.suatu daerah schingga daerah tersebut layak untuk menjadi suatu daerah yang

otonom yaﬁg j[ercen‘nin dalam UU No. 32 Tahun 2004 termasuk dialamnya
adalah melakukan pemekaran wila'yah.

Dengan harapan-harapan akan diterapkannya penyelenggaréan g
pemerintah d;erah yang l_ebih otonom. serta peluang masyarakat untul«; lebih -
leiuasa men);alurkan aspiraéinya semakin Ibesalj dan sangat sesuai dengan hak-
hak _yané- dimilikinya sebagai warga Negara. Yaitu dengan kewen'angan
penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri pacif;l tangan pemerintah -déerzih,
éerta urusan-urusan yang berkaitan dengan pemenuhgn kebutuhan masyarakat

tentunya dapat di kelola oleh pemerintah setempat. Disamping itu kondisi tadi

~ akan lebih memungkinkan lebih cepatnya aspirasi tuntutan oleh masyarakat

dengan respon yang lebih cepat oleh pemerintah setempat.

Harapan terbentuknya suatu daerah yang otonom dengan melihat
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atas dasar criteria-kriteria melalui peraturan pemerintah No 129. tahun 2000
dan penyesuaian melalui UU No.32. Bab. IL Pasl 5 tahun 2004, ﬁlaka
tcrbentuklathabupatenﬂbaru di sulawesi Tengah yang merupakan hasil dari
pemekaran Ké.bupaten Poso. Yaitu Kabupaten Tojo Una-una malai‘ui Undang—
undang Repubhk Indonesm No. 32. Tahun 2003 tentang nembentukan
' Kabupaten TO_]O Una-una d1 Provinsi SulaweSI tengah yang di syahkan oleh
Pres1den pada waktu itu Megawati Sukarno putr1 Yang mana maksud dan
tujuan dari pemekaran tersebut adalah :
1. M_eningkétkan ‘daya guna dan hasil guna rentang kendali
penyelenggaraan pemerintahan, pemBangunan dan pembinaan |
| kemasyarakatan
2. Memngkatka.n kualitas dan kuantltas pembangunan dan '
mempercepaf sasaran. peﬁbangunan daerah melalui pembukaan
wilayah potensial yang belum terkembangkan
" 3. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan sumber daya
>alam sehingga dapat dikelola ‘ secara optimal (ian- sesuai
kemampuan dan kebutu‘ha.h
4, Meninékatkén kualitas sumber dayal_manusia seiri‘ng. dengan
kl laju pertulﬁb.uhan pembangunan yang terﬁs meninglgat o
5. Menghubuhglgan pusat-pusat pértumb,uh_an dan dalam rapgka
pemerataa_h dan memacu laju perkembanagn Provins;i Sulawesi
Tengah |
6. Mengant1s1pa31 perkembanagn pembaﬁgunan pgda_ masa
'mendatang, mengi'ngat Provinsi Sulawesi Tengah sebz.lgai

Wilayah Indonesia Bagian Timur.




.Akan tetapi sejak di Poso berlaﬁgsung konflik antar komunitas
kekerasan dalam bentuk kekerasan fisik secara langsung maupun tidak
lz?.ngsung yang benuansa SARA ﬁaka keterlibat warga sedikit be_rlangsung.
Dan tidakan konflik horizontal disaat rujukan juga merupakan pemekaran
kabupaten. sebagai daera,h_'yang dilahirkan berbatasan timur sebelah terletak
-dil.(ab. Poso. Semua hal i.'tumembuat kondisi Tojo Una-una menjadi kompléks
dan. juga tidak terpisahkan dengan Poso. Letupan di Poso senantiasa dengan
seg_era_bakal menegakkan "radar deteksi” di kgbupéten Tojo Una-una tersebut.
-'I.Kejadian’di Poso secara langsung ataupun tidak langsung maka akan’
Iﬁf:;lj.lbawé. ﬁengaruh .di Tojo Una-una. * |
' B'eherapa faktor yYang menyebabkan terjadinya konflik yang bernuansa .
.SARA,. di propiﬁsi Sulawesi tengah antara lain : .

"a Fra Rlevonnasli,dal-l transisi Demokrasi yang di taﬁdai_ deng.an,‘

\

ruritﬁhnya rezim orde baru yang, di dofninasi oleh kekuatap—
kekuatan militer di dalam sebuah kerangka kekerasan ‘ya.n'g di
lembagakan, kekuasaan sesun_gg_u}mya‘ berada di tangan nﬁlitér, _
~ dimana perbédaan pendapat dan protes selalu diselesaikan secara
brutal. Masyarakat di depolitisir melalui kebijakan ﬂoatiﬁg mass
(massa mengambang) sé_rta. I;artai-partai politik  dibuat -'tidak.
berdaya dan tidak di perbolehkan bcroprai,_i di tingakat '\.&il‘_y‘_h
pedesaan. de_ngan deﬁikian masyarakat tidak mem_pﬁnyai__ jalan
u;ltuk mengeklspresika_n .dir'i merekal-secara politis.

b. Perubahan korﬂbbsisi penduduk dengan program transmigrasi

Mengambil contoh konflik Posc-awal meletus hebat tahun 2000,

o Kompas, Sabtu-18 juni 2005. atau klik di (www. Kompas.com),
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potens1 konflik yang tersembunyi scsungguhnya adalah perubahan
komposisi penduduk ini. |
Komposis‘i penduduk Poso 20 tahun lalu sangat jauh
berbeda dengan komposisi penduduk pada awal konflik meleius.
Mésukhya pendatang dari Pulau Jawa dan Bali atas upaya
pemerintah maupun swakarsa, mengubah komposisi penduduk "
Poso. Jika pada 20 tahun lalu pemerintahan (eksekutif) dan DPRD
didominasi watga Kristen, dengari perubahaﬁ komposisi pendud:uk
Ikedua institusi d1dom1na51 warga Mushm Konflik dlpertajam
'adanya elite pohtlk lokal dalam perebutan kursi bupan dan wakil
bupati.
. - Konflik - Poso pada dasarnya merupakan perlsnwa yang tidak
terduga Kabupaten poso sebelum pecahnya konﬂ1k sosial dikenal
sebagai dacrah yang aman, damai dan h'armonis seperti halnya.
daerah daerah laln di Sulawesi Tengah. Namun konflik poso yang :
) d1awa11 denga.n perkelahlan anak muda yang kemudian memicy '
pecahnya_ kerug}lhan yang bern’uansa SARA pada tangga} 24
-Desember 19l98".-dan peristiwa perkelahian anak muda tersebut
tldak jelas ‘-siapa yang meﬁuﬁggangi Qan siapa pula 'yang.
M diumggaﬁgi -sehingga menjadi konflik yang B;erskala lokal.
| Kerusuhan tersebut b‘erdampaic pada berkembangnya
permusuhan yang ‘mendalam dan berkgpanjangan antara kedua
komunitas yang bertikai. Hingga pada tanggal 16 april 2000 pecéh :
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lagi kerusuhan yang kedua, disusul kemudian kerusuhan yang

ketiga pada tanggal 23 mei 2000,
Dengan melihat kejadian dan fakta yang ada, maka penulis akan
mencoba menganalisis bagaimana hubungan konflik SARA Poso dengan

percepatan pemekaran Kabupaten Tojo Una-una Propinsi Sulawesi Tengah. "

B. Perumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang diatas maka yang akan menjadi
rumusan masalah sebagai unit penelitian ini adalah :

“Bagaimana konflik SARA Poso sebagai faktor yang mempercepat

pemekaran Kabupaten Tojo Una-una Propinsi Sulawesi Tengah ?”

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan Penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan
pemekaran wilayah dapat menjadi suatu solusi konflik bagi daerah, dan hasil
pemekaran tersebut. akan menjadi masalah baru bagi daerah jika berbagai
kondisi tidak terpenuhi. Serta menjadi pembelajaran bagi daerah-daerah lain
yang sedang dalam transisi pemekaran. Jika daerah pemekaran pertama
berhasil maka akan diikuti daerah lainnya.

Manfaat Penelitian ini :

Manfaat Penelitian ini -.

- Sebagai alat pembelajaran bagi penulis sebelum terjun
langsung ke dalam realitas praksis didalam kehidupan

masyarakat yang sebenarnya, terutama didalam melihat

3 Paparan Gubernur Sulawesi Tengah pada Rakernas pemuda/ KNPI. “Pencitraan Sulawesi



suatu indikasi konflik, proses serta solusi penyelesaiannya
sebelum mengarah pada tindakan kekerasan yang
bernuansa SARA. .

- Dapat bermal_lfaat bagi siapa saja yang membacanya
dikarenakan Penelitian ini bertujuan untuk memebuktikan

bahwa pemekaran wilayah yang terjadi didaerah konflik

merupakan salah satu bagian dari resolusi konflik.

D. Krangka Dasar Teori.
1. Otonomi Daerah
Otonomi Daerah merupakan suatu kebebasan dan kemandirian
daerah dalam menentukan langkah-langkah sendiri. Dan pada dasarnya
diarahkan untuk memacu pemerataan dan pembangunan dan hasilnya
dari itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meﬁggalakkén
prakarsa dan peranserta aktif masyarakat peningkatan pendayagunaan
potensi daerah serta optimal dan terpadu secara luas, nyata dan
_bértan'ggung' jawab. Maka Undang-undang No. 32 Tahun 2004
dikatakan bahwa :
Yang dimaksud dengan otonomi luas - adalah
keleluasaan  daerah  untuk  menyelenggarakan
pemerintah yang mencakup kewenangan semua bidang
pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik
luar .negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter
dan fiskal serta agama. Disamping itu keleluasaan
ekonomi mencakup juga kewenangan yang utuh. dan
bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian

dan evaluasi.

Sedangkan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk
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secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang
di daerah. |

Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggiing'
jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban $ebagai
konsekuensi pemberian hak dan kewenangna kepada daerah dalam
wujud tuéas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam
mencapai tujuan pember-i.anOtonomi Daerah berupa pelayanan dan
| keseh\atan masyarakat yang semakin baik, penyelengga.raan kehldupan
demokra31 keadllan dan pemerataan serta pemehharaan hubungan
yang serasi antar pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka
' méﬁjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

'St;.b'élum menguraikan lebih lanjut t’entang Otonomi Daerah,
penyusun akan mengungkapkan beberapa pengertian tentang. Otonomi o
Daergh. | " |
a, Pf':ngertian Otonomi ﬁaerah

| Istilah ot(‘)nomi berasal dari bahasa Yunani, “outon_o‘mi)_s/

- oufonomia yang b‘erartl keputusan sendiri.
Maka otonomi adalah bentuk pemerintahan sendiri- (set_‘f
. government) yaitu hak untuk memerintah -atau menentukan na51b
sendiri (the right qf self government, self determinétig)
 Sedangkan menurat Mariun, Otonomi Daerah  berarti
pemerintahan sendiri dari daerah (Mariuh_,. 1988:52). Meﬁﬁmt uu
Np. 5 'tahun -‘1'9'74 ‘bahwa : Oténomi Daerah sendiri adalah hak,

- wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan :Imengu'rus




rumah tangganya sendiri sesuai dengan perantara perundang- -
undangan yang berlaku (C:8.T. Kansil 1991 108). ”
Hal ini flgak berbeda sedikit dengap UU No. 22 Taﬁun
1999 meneranékan bahwa : Otonomi Daerah sendiri adalah
kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengtrus
a kepentingan' masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi mésyarakat dalam ikatan NKRI (UU Otonomi
Daerah 1999 dan Juklak 2000 : 4).
Sedangkan UU No. 5 Tahun 1974 mendeﬁmsﬂcan Otonoml_ )
Duerah adalah sebagai hak, wewcnang,_dan kewajiban daerah untuk
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan per‘aturén
.perundang-m.ldanéafn yang berlaku. Sementara itu dalam UU No.
22 Tahun 1999 ﬁéndeﬁnisikm ba;hwa otonomi adalah kewenangan
- Hae:ah !c;‘to_nom untuk mengatur dan mengurus kepentingan
fr'lasyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berasarkan-aspirasi
masyarakat seS}iai peraturan perundang-undangan (H. Syaukéni,
HR, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid, 2'002_;- 152).
a Dari pengertian di atas, Otonomi Daerah mempunyai
. substansi, bahwa daerah diberikan hak, wewenang dan kewéjibén
’untuk mengurus .rumah tarigganya sesuai dengan urusan yahg
diserahkan oleh pemermtah pusat kepada pemerintah daerah’
| berdasarkan peraturn dan perundang-undangan yang betlaku. |
. Tujuan Otonomi Daerah
Menurut Undang-undang No. 32. Tahun 2004 tujuan dari -
Otonomi Daerah adalah peningkatan pelayanan dan kc—;sejahjceraan

%
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Tambah mereka pemberian otonomi yang luas kepada
daerah, merupakan tujuan terciptanya Integrasi nasional akan .
terpelihafa dengan baik karena harga diri dan martabat masyarakat
di daerah akan kembali pada sediakala negara ini dibentuk (H.
Syaukani, HR, Afan Gaffar Ryaas Rasyid, 2002 : 209).

Uraian d1 atas merupakan tujuan ideal dari 0tonom1 .
Daerah demi pencapaian tujuan tersebut tentunya tergantung dari
kesiapan masing-masing daerah Vyang menyangkut ketersédiaan
‘sumbef daya atau potensi daerah, terﬁtama adalah sumbcr}daya
manusia yang tentunya akan be_rperan dan b_qrfungsi sebagai motor -
benggerai{ jalannya pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip
‘Otonomi Daerah itu sendiri.

" Dalam UU No. 22 Tahun 1999, dijabarkan ‘secara'li implisit
bahwa prinsip-pginéip pemberian Qtonomi Daerah adalah : |
15 Penyelenégéraan Qtdnonﬁ Daerah dilaksanakan denggn

memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan' serta
potensi keanekaragaman daerah. .'
_ 2) Pelaksanaan Otonomi Daerah didasa;'kap pada otoﬁomi luas,
| n).fata!dan bertaﬁggung' jawab.
3) Pelaksanaan Otonomi _Daer;ah yang luas dan utuh -diletakkan
'péda daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan Ofoﬁom_i
- Daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas. |
"4) Pelaksanaan Otonmﬁi Daerah harus sesuai dengaij konstitusi -
negara sehin’gga terjamin hubungar} yang serasi aﬁtar pus:':].t d';;.n

daerah serta antar daerah.
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52’ Pelaksanaan’ Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan
' kemandirian daerah lotonomi, karena dalam daerah kabupaten
dan daerah léolta tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian
pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah
atau pihak lain seperti badan otorita, kawasan industri, kawasan
perklebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan,
kawasan perkotaan, baru kawasan pariwisata dan semacaml;ya
berlaku ketentuan peraturan daerah otonom.
6)' Pelaksanaan - Otonomi Daerah harus lebih meningk‘atkan"
. 7 peranan dan fungm badan leglslatlf daerah baik sebagai ﬁmg51
lcglslasl ﬁmgm pengawas maupun fung51 anggaran. atas.
penyelenggaraan pemerintah daerah. '
2. Pemekaran W:ﬂayah.
| Penllbentukan Daerah dalam penyelenggaraan Otonolmi Daerah
diatur dalam peraturan Pemerintahan RIL. No 129 tahun 2000 tentang
prasyarat pemebentu.kan dan kriteria pemekaran penghapusan dan
pcnggabungan daerah yang menjadi Iandasan pemerintah daerah dalam
ményingkapi aspirasi serta usulan mewujudkan pemerintahan. 'yaﬁg
baru. |
‘ Pemekaran w11avah kntena-kntenanya di ukur dar1
a. Ke;nampuan ekonomi, cerminan hasil kegiatan usaha
perekonomian ﬂrang berlangsung disuatu daerah provinsi
* kabupaten/kota yang-diukur dalam:
L. Produk Domestic Bruto.

v 2. Penerimaan daerah sendiri. -
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b Potensi daerah, cerminan tersedianya sumber daya yang
dapat memeberikdan sumbangan terhadap penerimaan
daerah. _yaﬁg dapat memberikan sumbangan terhadap
penerimaan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

I. Lembaga keuangan
2. Sarana ckonomi
3. Sarana pendidikan
4. Sarana kesehatan
5. Sarana transportaéi dan komunikasi
6. Sarana pariwisata
7. -Ketenagakerjaan
‘ c. Sosial budaya, m“efupakari cérminan yang berkaitan dengan
structure‘sosial dan polé budaya masyarakat. Kondisi(s‘osi-al
masyarakat dapat diukur dari : - |
_ 1. Tempat peribadatan
2. Tempat kegiatan institusi budaya
3. Sarana olah raga o
d.  Sosial: politik, cerminan dari kondisi sosial" pélitik '
.masyarakat yang dapat diukur dari :
1. Keamanan dan'keterti-ban
2. Kétersediaan sarana dan prasaﬁana pemerintaha;i
3. Tentang pengendalian.
4. 5 kabupaten atau kota untuk pembentukan provinsi.
5. 5 kecamatan untuk pembeﬁtukan kabupaten

6. 4 kecamatan untuic pembentukan kota.
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Kriteria yang dibentuk inilah yang nantinya atas pertimbangan
sebuah daerah yang dapat menjadi daerah atau tidak. Serta disesuaikan
dengan UU. No 32 tahun 2004. Otonomi Daerah, bab II pasal 5
tentang pembentukan daerah. Dengan demikian usul pembentukan
daerah tidak dapat terwujud dengan hanya memenuhi kriteria saja.
Karena ini akan berdampak pada daerah itu sendiri nantinya apabila

telah terbentuk.

4.2. Teori Konflik Sosial dan Teori Kekerasan.
1. Teori konflik sosial
Gerlach dan Hine menyatakan bahwa “saling membunuh”
dikalangan sendiri seperti anjing berkelahi adalah fungsional bila
pertunbuhan gerakan yang cepat dan perubahan sosial masyarakat
lebih luas yang merupakan tujuan dari gerakan tersebut. Bérikut ini
adalah pengertian dari konflik :
“konflik adalah hasil dari ide yang berbeda di dalam
gerakan mengenai suatu hal seperti bagaimana cara
mengorganisasi gerakan dan bagaimana cara untuk
mencapai tujuan”.
Dari pengertian diatas maka, di dalam gerakan maupun black
power di temukan adanya perbedaan cara mengorganisasi dan
mencapai tujuan. Disini terdapat semacam experimen yakni semacam

pendckatan coba-coba dan membuat kesalahan (trial and eror) yang

takakan di temukan di dalam gerakan konsensus dan penyesuian di
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perubahan. Konflik berpe'ngarlﬂ{ efektif terhadap seluruh tingkat
kehidupan sosial.
“seluruh kreatifitas, inovasi dan perkembangan dalam
kehidupan individu, kelompok dan masyarakatnya,
disebabkan oleh terjadinya konflik antara kelompok dan
. kelompek, idividu dan individu serta antar emosi dan
emosi didalam diri individu”.

Menurut Webster (1966), istilah “konflik” dalam bahasa
aslinya berarti suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan. Yaitu
berupa konﬁ'ontasi_ﬁsik antara Beberapa pthak. Akan tetapi secara "
s_ingk\atl_ istilah konflik merjadi begitu meluas sehingga beresiko

kehilangan statusnya sebagai sebuah konsep tunggal. Yang berarti
devinisi kedua yang lebih umum dalam pengertian konflik yaitu 6
Perepsepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived
- divergence of interest), atau suatu kepercayaan bahwa
aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai
secara simultan.

Menurut dehrendorf, - konflik sosial mempunyai” sumber
structural, yakni hubungan kekuasaan yang berlaku dalam struktur -

o organlsa51 sosial, dengan kata lain, konﬂlk antar kelompok dapat
: d111hat dan sudut kOl’lﬂlk tentang keabsahan hubungan kekuasaan yang

ada. pemikirannya terkandung dalam 4 proposisi berikut :’
1. Setiap masyarakat dalélm segala hal tunduk pada proses
" perubahan; perubahan sosial terjadi dimana saja.

2. Setiap masyarakat didalam segala hal memperlihatkan
ketidaksesuaian dan konflik ; konflik sosial- terdapat . -
dimana saja.

LY
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3. Setiap unsure didal_ém suatu masyarakat memberikan
kontribusi terhadap perpecahan dan perubaham;ya.

4. Setiap masyarakat berdasar atas penggunaan
kekerasanoleh sebagian anggotannya terhadap anggota
yanglain.

2. Teori kekerasan :

Deﬁn_isi konsep kekerasan politik oléh Gurr ini sekilas nampak
‘'sangat luas; yaitu meliputi semua kejadian yang unsur -utamanya
adalah penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan. Namun .
sebenarnya pengertiannya terbatas, yaitu hanya mengenai tindakan
yang dilakukan oleh ak‘tor atau kelompok aktor yang menentang
penguasa negara. Berdasar definisi -itﬁ, kekerasan politik tidak
dilakukan oleh pehguasa negara, tetapi‘.oleh 'yang menentangnya.
Padahal, dalam kenyataannya, penguasa juga melakukan banyak
“tindak kekerasan terhadap rakyat yang dikuasaiﬁya. 8

Pengertian yang lebih luas diajukan oleh Johan Galtung, yang
| mendefinisikan kekerasan sebagai “any avoidable impediment to self-
realization” (Galtung, 1980: 67). Jadi, kekerasan adalah segala sesuatu
yang \menyebabkan'orang terhalang untuk mengaktualisasii:an potensi
diri secara wajat. Namun, Galtliné menambahkan bahwa:p_eng}}aléﬁg
itu adalah sesua"fuifyang bisa dihindarkan. Aﬁinya, keke'rasan_lbisa

dihindarkan kalau penghalang itu disingkirkan.

8 Gurr, Ted Robert. Minorities At Risk : A4, Critical View of Ethnopolitical Conflicts
(Washington, DC : United States Institute of Press).1993. seperti dikutip, Mochtar Masoed

Dalam Ceramah integrasi dan Disintegrasi . Studi Kasus konflik sosial dan kerusuhan massal.
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Berdasar konseptualisasi Galtung ini kita bisa memilah dua
Jenis kekerasan: langsung atau personal dan tidak—laﬁgsung étau
lstruktural. Kekerasan langsung adalah yang dilakukan oleh satu atau
sekelompok aktor kepada pihak lain(“violence-as-action”); kekerasan
tidak-langsung merupakan sesuatu yang “built-in” dalam suatu
: struk‘gur (“violence-as-structure “). Sementara kekerasan langsung
ciilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan mengéunakan aiat
kekerasan; kekeras;n struktural “terjadi begitu .saja”, tidak ada.aktor
tertentu yang melakukannya. Misalnya, anak-anak di pf;rkampungan
miskin dan kuxﬁﬁh, yang menderita lemahkotak karena kurang-gizi dan
.karena itu tidak bisa merealisasikan diri sebaik anak-anék normal,
bukanlah akibat dari niat jahat seseorang. Penderitaan mereka adalah
akibat dari struktur sosial-ekonomi yang 'tim;;ang dan tidak adil. Itulah
kekerasan sMMai. Dengan kata lain, kekerasan bukan hanya berujud
I;eadaan yang menimpakan p;anderitéan ataq kesengsaraan pa;da
seseorang. Kekerasa;n juga bisa berujud halangan bagi seseorang untuk
memperoleh kebaikan atau kebahagiéaﬁ.

Meminjam pikiran Galtung ini kita bisa mengembangkan
konseptualisasi yang memungkinkan pembahasan tentaﬁg kekerasan
yang tidak hanya dilakukan o‘léh sekelompok anggota masyarakat,
tetapi juga yang diiakukan oleh pejabat negara dan pengendali kapi;[al
swasta. Tabel berik1.1t meringkas konseptualisasi tersebut.

.+ Tabel ini menggambarkan tindak kekerasan politik sebagai

proses yang berlangsung pada tiga aras: negara, struktur sosial, dan

ﬂnronna] atan ]fﬁﬁ‘l'th;fﬁO nn‘nm mooihr\-_mao;nn Lo b als T Ad f;ﬂf’]f_\lf ]Il‘-‘l].fﬂ?‘ﬁﬂ"!ﬂ



i_tu dilakukan olch é,ktor yang berbeda, dengaﬁ dimensi, mediurﬁ, d;m
ruang lingkup yang, berbeda. Pada aras negara, kekerasan dilakukan
oleh aparat negara dan bersifat komprehensif. Artinya, bisa meliputi
.segi segala segi hidup manusia. Kekerasan juga bisa terjadi pada
,.tir:lgkat struktur sosial, seperti ketika pelaku bisnis lapangan golf yang
demi mehgejar akumulasi kapi_tal secara cepat membuat banyak petani
kehilangan tanah garapannya ‘dan menjadi marjinal di kampungnya
sendiri. Kekerasan yang lebih banyak diper_hatikan adalah kekerasan
‘ pada ‘tingkat personalfkomuna_ll. Padahal dibanding dua jenis yang lain,
* cakupannya sangat",;terbatas dan tidak didukung oleh pen"gorgani'sasién
yang éa‘nggih. |

Konseptualisasi Galtung yang dimodifikasi itu bisa memberi -
-galhbaran leBih rinci mengenai fenomena kekerasan terutama yang
“terjadi pada masyarakat yang sedé.ng aktif memantapkan kehadiran _
birokrasi nasional di seluruh tanah air (“state-building”)' dan
ﬁenggalﬂm akumulésf képital. ‘Dalam kondisi yang dinamik itu,
kekér\asan bisa terjadi akibat tindakan yang dilakukan oleh negara,
- pelakﬁ bisnis, maupim oleh komunitzis; tetapi- umumnya kekéraséln

-yang dilakukan oleh dan pada aras komunitas sebenarnya merupakan

‘dan kapital. Yaitu, sebagai reaksi terhadap berbagai hal yang
menghalangi kemungkinan manusia untuk mengaktualisasikan potensi
dirinya; seperti tindak sewenang-wenang oleh birokrasi dan kekerasan

struktural . berupa  ketimpangan,  ketidakadilan, eksploitasi,

\
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marginalisasi, kemiskinan, dan berbagai penyakit struktural lain yang

muncul akibat tindakan pengendali kapital dengan dukungan negara.’

Tabel 1.1:

Karakteristik Tindak Kekerasan Dalam Masyarakat

ARAS PELAKU DIMENSI MEDIUM/ RUANG
SARANA LINGKUP

Negara Aparat Fisik. Senjata dan organisasi | Kompre-hensif

negara Non-fisik tentara dan polisi.

(teror mental) | Kebijakan publik

Struktur Aparat Non-fisik Kebijakan publik. Kompre-hensif
Sosial negara. (politik, Proses dan sarana

Pengendali ckonomi, produksi/ akumulasi

kapital sosial, budaya) | kapital
Personal/ Individu. Fisik Kelompok anomie. Terbatas
Komunitas | Kelompok. Tindakan individual.
Sumber : Makalah Integrasi dan disintegrasi. Fisipol UGM 1998,
4.3. Resolusi Konflik.

Resolusi konflik merupakan suatu terminologi ilmiah yang

menckankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses
terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik
Pengertian secara ilmiah resolusi disebut juga sebagai
keputusan, pemisahan; usul; larutan; danpergantian
organ. '°

dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik.

Penjabaran tahapan proses resolusi konflik dibuat untuk empat tujuan,

9Ga[tung, Johan. The True World A Transnational Perspective. (New York :Free Press. 1980.
Seperti dikutip Mochtar Masoed. Dalam Ceramah Intgrasi dan Disintegrasi. Konflik sosial dan
kerusuhan massal, Fakultas Ilmu Sosial dan Itmu Politik. UGM, 1998.
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Pertama, konflik tidak boleh hanya dipandang . sebagai suatu fenomena
pc:)li;[ik-.-m.iliter, namﬁn harus dilihat sebagai suatu fenomena sosial. Kedua,
konflik memiliki suatu siklus hidup yang tidak berjalan linear. Siklus hidup
suatu konﬂik yang spesifik sangat tergantung dari dinamika lingkungan
konflik yang SpESIﬁk pula Ketiga, sebab sebab suatu konflik tidak danat
dlreduk51 ke dalam suatu variabel tunggal dalam bentuk suatu proposml |
‘kausahtas bivariat. Suatu konflik sosial harus dilihat sebagai suatu fenomena
‘yang terjadi karena interaksi b-ertingkat berbagéi faktor. keempat, reéoliisi .
konﬂ1k hanya dapat diterapkan secara optimal jika dikombinasikan dengan
beragam mekamsme penyelesamn konflik lain yang relevan. Suatu mekanisme
' rcsolu51 konflik hanya dapat diterapkan secara efektif jika dikaitkan -dengan
‘upaya komprehenSIf untuk mewu_]udkan perdamalan yang langgeng.
Tahap-tahapannya sebagal berikut :'

A Tahap I Mgncari De-eskalasi Konflik

| Di tahap peitama, konflik yz‘mé terjadi_"masih diwarneﬁ 'oléh
‘pertikaian bersenjata yang memékan.kdrba.n jiwa sehingga pengﬁsuilg :
‘resolusi konﬂik- berupaya untuk menemukan waktu yang tépat untuk
ﬁémulai (entry point) proses resolusi kanﬂik. Tahap 1ini masih

berurusan dengan adanya konflik bersenjata sehingga proses resolusi

militer. Proses resolusi konflik dapat dimulai jika mulai- didapat °

N

indikasi bahwa pihak-pihak yarig bertikai akan menurunkan tingkat

 eskalasi konflik.

”Andl widjajanto, "Empat Tahap Resolusi Konﬂzk majalah Tempo edisi
kaIms 17] Jum 2004 atau Klik di (www.tempo.interaktif-com).
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Tahap II: Intervensi Kemanusiaan dan Negosiasi Politik

Ketika de-e;kalasi konflik sudah.terjacii, maka tahap k.edua

proses resolusi konflik dapat dimulai bersamaan dengan pencrapan

- Intervensi kemanusiaan untuk meringankan beban penderitaan korban-
'korban konflik (Anderson, 1996). Intervensi kemanusiaan ini
dilakukan dengan menerapkan prinsip mid-war operations (Loescher
dan Dwoty: 1996;. Widjajanto: 2000). Prinsip ini yang merupakan
éalah.:’satu perubahaﬁ:_ dasar dari intervensi kemanusiaan di‘ dekade 90-

: én, meﬁgharuskan intervensi kemanusiaan untuk tidak lagi bergera.k“ di
lingkungan pinggir;m konflik bersenjata tetapi harus bisa mendekati
titil{ sentral peperangan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa
korban sipil dan potensi pelanggaran HAM terbesar ada di pusat
“pepe‘ral.lgan- dan di lokasi tersebut tidak ada ya.nglbisa melakukan
operasi penyel;':lfmatan :;elain pihak ketiga.

Dengan d_erﬁikian, bentuk-bentuk aksi Kemanusian minimalis
yang* ,haﬁya meﬁ‘anglgani * masalah deﬁsiensi komoditas bol{ok |
(commédity-bas;ed humanitarianism) ‘-diaﬁggap.tidak lagi memadéi.
Inter:_vensi 'kemamllsi,aan tersebut dapat dilakukan bersamaan déngan
usaha untuk mgmbui(a peluang (entr;r) diadakannya negosiasi antar |
elit. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tahap ini kental dengan
, orientasi politik yang befmjuan untuk mencari kesepakatan politik
(political settlement) antara aktor konflik. |

" Tahap mr: Préblem-solving Approach
| ' Tahap ketiga dari prose;s‘ resolusi konflik adalah problem-

anltrie Irangy marni il nr;nﬂfac'; -G.r\c‘;QT 'T‘-:I“‘\Qﬂ ;H‘l’ f“iﬂt’ﬂ]’\]{ﬂﬂ



menciptakan suatu kondisi yaﬁg kondusif bagt pihak-pihak antagonis
untuk melakukan transforrﬁasi suatu konflik yang spesifik ke arah
resolusi (Jabri: 1996, 149).
| Transformasi konflik dapat dikatakan berhasil . jika - dua
kelompok yang bertikai dapat me’ncapa.il pemahaman timbal;balik
"(Iplﬁual understanding) tentang cara untuk mengeskplorasi alternatif.
'ﬁltergatif | penyelesaian konflik yang dapat langsung dikerjakﬁn oleh
" masing-masing komunitas. Alternaﬁf—alternatif solusi konflik tersebut
dapat diéali jika ada s_uatu. institusi resolusi kpnﬂik yang i)'eﬁlpaya .
untuk menemukan ssbéb;seb,ab fundamental dari suatu konflik. Bagi
BIIrt()‘n:(1990, 2(.)2),_ sebab-sébab funciamental tersebut hanya dapat - "
dit;éiﬁukan jika koniflik yang terjadi diapalisa_' dalam kontekse yang
“menyelluruh (total environment). .

Aplikasi empirik dari  problem-solving  approach ini I.
‘dikembangkan oleh misalﬁya, Rothman (1992, 30) yang ménaWarkan
- empat komponen utama proses_problem-solving. Komponen ‘

“ o Pertamad. adalah masing-masing pihak mengakui le;'gitimasi E
-pihak_'lain'un{:uk melakukan inisiatif komunikasi tingkat

awal.

yang benar kepada pihak lain tentang kompleksitﬁs konflik
‘ yang meliputi sebab_-sebab'- k(ﬁiﬂik,‘ trauma-.t'rauma ya—ng
timbul selama konflik, dan kendala-kendala strukturﬁl ,yang
akan rﬁenghamb&t fleksibilitas mereka dalam rnglakukan-

proses resolusi konflik.
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¢ Ketiga, adalah kedua belah pihak secara bertahap
menemukan pola interaksi yang diinginkan untuk
mengkomunikasikan signal-signal perdamaian.
o Keempat, adalah problem-solving workshop yang berupaya
. menyedi'akan suatu suasana yang kondusif bagi -‘pihak—pihak
bertikai :}lntuk Iﬁelakukan proses (tidak langsung mencari
outcome) resolusi konflik.
Tahap IV: Peace-building | |
Téhap keempat adalah peace-build_iﬁg yang meliputi tahap
- transisi, tahap rekonsiliasi dan tahap konsolidasi. Tahap ini merupakan
tahapan terberat dan akan memakan waktu paling lama karena -
I_nemi_liki orientasi sFruktural dan kultural.
' Kajian te'ntlang tahap‘ transisi, misainya, dilakukan  oleh Ben
Reily (2000, 135-283) yang telah mengembangkan be_'rbag'éi
,:-mék_anismé tran.slisi demokrasi bagi rﬂééyai‘akat pasca-konflik
- Mekanisme transisi tersebut meliputi lima proses yaitu:
.. 1. Pemilihan bentuk struktur negéra;
2. Pelimpailan kedaulatan negara;
3. Eembentuka;‘x sistem frias-politica;
4, Pembentukan siétem pemilihal;t umum;
5. Pemilihan bahasa nasional uﬁtuk masyarakat muiti-
etnik.
6. Pembenfukan sistem perre'ldilan.
T.?lhap kedua dari proses peac’:e-bﬁilding adalah rei{onsiliasi.:

»DmT/nhn:1:nn: -v\n-vlTr! r‘:]nlr11]rnh :;I;n hr\'h:hnc!'; ]Inhﬂ':lf fnvr]o]am ranrr 91(‘:!?’\



dialami oleh suatu komunitas adalah rapuhnya kohesi sosial
masyarakat karena beragam kekerasan stﬁﬂﬂmal yang terjadi clialam
dinamika sej arah komunitas tersebut .

Tahap terakhir dari proses peace-building adalah tahap
konsolidasi. Dalam tahap konsolidasi ini, semboyan utama yang ingin
ditegakkan adalah “Quo Desiderat Pacem, Praeparet Pacem”.
Semboyan ini mengharuskan aktor-aktor yang relevan untuk. terus
menerus melakukan intervensi perdaﬁnaian terhadap struktur sosial
dengan dua tujuan;"llltama yaitu mehccgah tcrﬁlangnya lagi kqnﬂik
yang melibatkan kekerasan bersenjata serta mengkonstruksikan prosés
| perdamaian langgeng yang dapat dijalankah sendiri oleh pihak-pihak -
.yang bertikai.'?

Dua tL;juan tersebut dapat dicapai dengan merancang dua kegiatan.

a. Kegiatan pertama adalah mengoperasionalkan iﬁdikator
sistem peringatan dini (early warning system,
WldJaJanto 2001) Sistem permgatan dini ini dlharapkan
dapat menyediakan ruang manuver yang cukup luas
bagi beragam aktor resolusi kopﬂlk dan memperkecﬂ '
. kemungkinan penggunaan kekerasan bersenjata unrutc
mengelola konflik. Sistem peringatan dini ini juga dapat
dijadikan tonggak untuk melakukan 'preventive B |

dipldmacy. |
. b. Kedlia, perlu dikembangkan Beragam _‘ mekanisme

resolusi  konflik lokal yang melibatkan sebanyak

12 Miall, Hugh. “Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah '
Mengelola dan Mengubah Konkk Bersumber Politik, Sos:a[ Agama dan Ras”,. Tri Budhi
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mungkln aktor-aktor non militer di berbagai tmgkat‘
. eskalasi konflik (Wldjajanto 2001). Aktor-aktor
resolpsi konflik tersebut dapat saja melibatkan Non-
Governmental Organisations (NGOs) ‘(AalI:-1'996).,
me‘diator internasionai (Zartman dan Touval: 1996),
* atau institusi keagamaan (Sampson: 1957; 'Lederach:
1997).

Dari Keempat tahap resolu51 konflik tersebut harus d111hat. a
'sebagal suatu kesatuan yang tidak dapat dualankan secara terplsah '
) Kegagalan untuk mencapai, tujuan dlsatu-\ tahap akan berakibat tidak

sempumanya proses pengelelaan konﬂ1k di ‘tahap lain. Tahap-tahap
tersebut juga menunjukkan bahwa resolu51 konflik menempatkan
-perdamaian sebagai suatu proses terbuka yang tidak pernah berakhir.
.Pefc.larnaian“merherlukan upaya terus menert;s untuk melakukan
identiﬁkasi dan eliminasi terhadap potensi kemunculan kekerasan
struktural di suatu komunitas.
. Problem solvmg yang sukses dapat melahirkan tiga macaml
A _' hasﬂ komprorm kesepakatan tentang tata cara menentukan pemenang,
atqu solusi integrative." |
a. o ipromi
K_omprorﬁi merupakan kesepakatan yf_jﬁg dicapai ketika kedua’
'Belah pihak ﬁengambil titik tengah dari sebuah dimensi jfan'g jelaé.
" Akan tetapi kompromi kadang-kadang sangat. baik bagi kedua béla.h

pihak, tetapi tetapi juga sangat buruk. Alasannya adalah karena °

" “Dean G_,pmit:c dan Jeffrey Z. Rubin. “Teori konflik sosial™ Pustaka pelajar2004, hal. 315..
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‘aspirasi yang tidak cukup tinggi, tekanan waktu menyulitkan
pencaharian opsi-opsi baru (Yulk, et al.,1976), kekhawatiran akan
konflik yang berkepanjangan, dan pengeramatan masyarakat terhadap

“keadilan” yang sering sekalui diartikan sebagai pembagian 50-50.

b. Kesepakatan tentang tata cara menentukan pemenang

Kompromi ‘bukan satu-satunya solusi | vang adil. Kédang—
kadang hasil problem solving betupa  sebuah prosedir untuk
’menentukan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Ya1tu aturan :l
.untuk mengabulkan semua permintaan salah satu pihak, sementara
.pihak yang lain hanya mendapatka;l sedikit atau tidak mendapatkan

apapun.

"¢. Solusi integratif

Merupakan sebuah solu51 yang 1ntegrat1ve adalah merupakan
solu31 yang merekon5111a51kan (vang - berart1 rnengmtegraSIkan)
kcp_f_:ntlngan kedua belah pihak. Solusi integrative melahirkan hasil
| bersama tertinggi diantara ketiga macam kesépalfatan.

Solusi integratif kadang-kadang disertai alternatif-alterﬂgtif
baru‘ yang membutuhkan kreativitas dan iméjinasi. Untuk alasan ini",
_ lebih tépat bila dikat‘akan bahWa solusi integrative biasanya muncul -
da.rl proses bermkIr kreat1f Dapat dirancang dleh masing maqﬁn_ pihak
; éecara sendiri-sendiri, oleh kedua belah pihak secara bersama—sgm'a,

4

atau oleh pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator.
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E. Definisi Konsepsional.

Gejala-gejalanya definisi konseptual adalah usaha untuk menjelaskan

batasan pengertian antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya,

karena sebuah konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian. Bila

masalah dan teorinya sudah jelas biasanya fakta yang menjadi gejala pokok

perhatian telah diketahui pula. 4

Agar d_apat memberikan gambaran yang lebih jelas serta untuk

menghindari kesalahpahaman penafsiran istilah-istilah penting antara konsep

. yang satu dengan konsep yang lainnya sehubungan dengan pokok masalah

dalam-penelitian ini, maka perlu diberikan definisi-definisi konsep sebagai

berikut :

1. Otonomi Daerah adalah desentralisasi atau proses pendemokrasian

dengan keterlibatan langsung masyarakat melalui pendekatan lembaga

perwakilan sebagai personifikasi.

. Pemekaran Wilayah adalah pemisahan daerah provinsi atau kabupaten

dan kota menjadi lebih dari satu kota.

. Konflik adalah ide yang berbeda dari didalam gerakan mengenai suatu .
"hal seperti bagaimana mengorganisasi gerakan dalam mencapai tujuan. |

. ‘Resolusi konflik merupakan suatu terminologi ilmiah yang

menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu

proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik
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F. Definisi Operasional.

Dampak Pemekaran Wilavah :

L.

Pelaksanaan pemekaran yang dikehendaki adalah terciptanya
masyarakat yang demokratis, baik secara ekonomi maupun politik.
serta pengakuan atas keterwakilan rakyat didalam proses demokrasi
dan partisipasi secara langsung.

Mendorong adanya kompetisi yang sehat dalam pelaksanaan
pemekaran wilayah. Di karenakan keberhasilan di dalam pelaksanaan
pemekaran tersebut akan di ikuti oleh daerah lain yang baru atau yang
sedang akan melakukan pemekaran.

Pemekaran wilayah menjadi solusi konflik SARA dan terciptanya rasa
aman dan saling toleransi antar umat beragama dan masyarakat pasca
konflik Poso.

Keterwakilan putra asli daerah didalam lembaga perwakilan daerah
didaerah lokal/ otonom. Serta Keterwakilan putra daerah dalam
perekonomian modern dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan,
pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang layak khususnya pada
daerah yang mengalami pemekaran.

Sebagai jalan tengah untuk mengatasi konflik horisontal dan
memberikan dampak yang bermanfaat pada daerah lokal dan
percepatan pembangunan jika dimaksimalkan potensi-potensi daerah

yang ada tersebut.

Potensi konflik :

1.

Secara ekonomi. Pemerintah daerah harus mampu untuk
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jumlah pengangguran dan membuka lapangan pekerjaan seluas-
luasnya serta penentasan kemiskinan.

2. Secara politik mengurangi eskalasi konflik antar partai politik.di
dalém pemilu dan pilkada. Dan lebih memperhatikan aspirasi dari
masyarakatnya melalui DPRD. Dengan memaksimalkan perannya. |

‘3. Secara sosial budaya menghilangkan raéé permusuhan yang pérnah .
mengental akibat konflik SARA dahulu dan menghubungkan
: kémbali int‘éraksi sosial antara komunitas yang bertikai yang pernah

terputus.

G. Metode Penelitian

a. J enis‘Penelitia'n
~ Penelitian ini meng;éunaka.n Metode Deskriptif Eksploratif. Dimana
penelitiah secara deskriptif adalah -pen;el'itian yang menjeléské;n, .
'menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta- .
'fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.?
Sedaﬁgkan eksploratif adalah peﬁyelidikan tentang sesuatu.' Jadi -
penelitian deskripsi eksploratif merupakan suatu peneliti-én- yang.'
| menggambarkan atau melﬁkiskan fakta-fakta hasil penyelidikan secara
faktual dan akurat. Penilaian bersifat deduktif dan didasarkan pada
teofi"l yang bersifat umum, diaplikas;kah * untuk menjeljaiskan
seperangkat  data atau menunjukkan komposisi dafa, -sel:ta

'ménggambarkan obyek dari hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-

‘hal yang bersifat khusus.

15 Moh Nasr, Ph..D, “Metode Penelitian”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, Hal. 63. .
16'pius Abdillah, ”Kamus Imiah Populer”, Arkold, Surabaya, 2002,
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b. Lokasi Penelitian
Dalam melakukan penelitian, penulis memilih lokasi di Kabupaten
Tojo Una-una Prof. Sulawesi Tengah yang telah berhasil dan sukses
melakukan pemekaran wilayah secara demokratis.
¢. Data Yang dibutuhkan.
1. Data Primer
Data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan
responden atau sumber data. ‘
2. Data Sekunder
Data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berhubungan
~ dengan obyek penelitian.
3. Pasca pemekaran dan sejak di berlakukannya UU. No 32/ tahun
2004 tentang. Otonomi Daerah.
d. Teknik Pengumpulan Data.
1. Observasi.
Teknik ini merupakan cara untuk mendapatkan data dengan
melakukan pengamatan secara langsung dan pencatatan secara
sistematis terhadap masalsh yang diselidiki.
2. Dokumentasi.
Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data dengan cara melihat

data dari catatan-catatan, buku-buku, dokumen-dokumen, maupim
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3. Wawancara.
Teknik ini dipergunakan untuk mendapatkan data atau memperoleh
keterangan dengan mewawancarai orang yang terlibat langsung
dengan aktifitas yang akan diteliti. Wawancara mendalam (depth
interview), metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan
informasi yang lebih jelas dan mendalam tentang berbagai aspek
yang diperlukan yang berhubungan dengan permasalabhan
penelitian. Wawancara dilakukan pada pejabat daerah otonom
seperti aparat yang ada dalam pemerintahan Kabupaten Tojo Una-
una yaitu Bupati Tojo Una-Una, Sekretaris Daerah, Anggota
Dewan Perwakilan Daerah. dan elit Pemerintahan desa, Lembaga

swadaya masyarakat, serta pihak-pihak terkait lainnya.

e. Teknik Analisa Data
Teknik analisa data menggunakan metode diskriptif kualitatif, adalah
“data yang dikumpulkan itu berupa studi kasus dan bersifat
monografis, mudah diklarifikasi dan jumlahnya sedikit”.!”
Jenis penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis
penelitian yang temuan-temuannya tidak di peroleh

melalul prosedur statistik atau bentuk hitungan
lainnya'®.

17 . Koentjoroningrat, "Metode-Metade Penelitian Sosial ", Gramedia, Jakarta, 1991, Hal 328.
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Unsur-unsur penelitian kualitatif, pada dasarya ada 3 unsur utama ;

1. Data bisa didapatkan dari bermacam-macam sumber.

2. Bisa dart tehnik wawancara,

3. Serta melakukan pengamatan secara langsung (observasi).
Maka keterampilan yang di butuhkan adalah :

1. .Meninjau kembali dan mengalisis situasi secara kritis.

2. Mengenali dan menghindari bias.

3. Mendapatkan data yang sahih dan handai.

4. Berfikir secara abstrak. dengan kemampuan pengamatan

secara cermat.

5. Kecakapan didalam berinteraksi.

Tehniknya dikaitkan dengan metode kualitatif sekalipun begitu
mereka kemudian menandai data tersebut dengan cara yang
memungkinkan untuk dianalisis secara statistik dengana begitu berarti
megualifikasi data kualitatif, akan tetapi tidak merujuk pada proses ini
karena pada prosesedur analisnya non matematis. Akan tetapi
prosedurnya menghasilkan temuan yang diperoleh dari data-data yang
dikumpulkan dengan menggunakan beragam sarana. Sarananya yaitu
meliputi pengamatan dan wawancara, namun dapat juga mencakup
dokumen , buku, kaset vidio, bahkan data yang telah dihitung untuk
tujuan lain seperti sensus,

Dengan menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif, penyusun

berusaha menjelaskan atau menggambarkan fenomena yang muncul,
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H. Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi ini ditencanakan perbab, sehingga
memudahkan sistematisasi pembahasan. Rencana bab-bab penulisan

tersebut adalah :

BAB IL. DESKRIPSI WILAYAH
I Sejarah
2. Kondisi Geografis.
3. Kondisi Demografis.
4. Kondisi Sosial Budaya.
5. Kondisi Sarana dan Prasarana.
6. Poten51 Konflik.

BAB III. KONFLIK DAN RESOLUSI KONFLIK:

s

1. Kontlik SARA di Sulawesi Tengah.
. 2 Resolusi Konflik. |
BABIV. OTONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
‘ PEMEKARAN MENJADI SULUSI KONFLIK
1. Otonomi daerah dan Kebijakan Pemekaran :
2. Pemekaran Kabupaten Tojo Una-una
j. Pemekaran Sebagai Solﬁsi Konflik SARA.

. BABV. PENUTUP. Kesimpula_ui dan Saran-saran

Daftar pustaka. '

 Lampiran-lampiran.
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